SALINAN
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BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a, bahwa dalam rangka mendukung  pelaksanaan
penvederhanaan birokrasi yang optimal di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan
efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelavanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal sudah tidak
sesuai dengan kondisi sekarang, sehingga perlu dicabut dan
diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupat
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat Il Batang dengan mengubah
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara KRepublik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2435,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyalkarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomaor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraluran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477},

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang

\



Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi Pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor & Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
157};

11, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pemberitukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatén Kendal
Nomor 219});

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BEREENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KENDAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daersh adalah DBupati scbagai unsur
penyelengpara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,

3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Sckretaris Daecrah adaleh Sekretaris Daerah Kabupaten
Kendal.

5, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

(]
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(1)

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga  Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga  Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS
adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat yang
ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam satu jabatan negeri atau diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional vyang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya.

Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas
untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/
Sekretaris/Koordinator dalam menyusun perencanaarn,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya
sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh
Kepala Perangkat Daerah.

Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas
dari aspek kepangkatan dan mempunyai kompetensi
untuk ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk
diberikan tugas membantu Sckretaris/Kepala
Bidang/Kepala Bagian/Koordinator pada unit kerjanya
dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinya.
BAB 11

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas merupalkan unsur pelaksana urusan
pemerintahan di  bidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.



(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertangeung jawab kepada Bupafi melalui
Sekretaris Daerah,

Bagian Kedua

Tugas
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusen pemerintahan bidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak yang menjadi kewenangan dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan  kebijakan di  bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengendalian pendudulk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di
bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Dbidang
pengendalian pendudul, Keluarga Berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pengendalian pendudul, Keluarga Berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian
penduduk, Keluarga  Berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak ; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati di bidang pengendalian penduduk, Keluarga
Berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
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BAB lIL
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

(2)

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

¢. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga;

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Dinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufl a,
mempunyal rincian tugas:

&,

merumuskan dan menetapkan rencana dan program
kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan  hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas,

merumuskan kebijakan tcknis urusan pemerintahan
bidang pengendalian penduduk, Keluarga Berencana,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di
Daerall sesuai peraturan perundang-undangan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan di bidang pengendalian penduduk, Keluarga

4
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Berencana, pemberdayaan perempuan, dan
perlindungan anak sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis serta pedoman pelaksanaan tugas:

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian  kegiatan di bidang pengendalian
penduduk,  keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan
perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai
target yvang telah ditetapkan;

menvelenggarakan pembinaan teknis dan administratif
di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
implementasinya sesuai peraturan perundang-
undangan;

menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian
penduduk,  keluarga  berencana, pemberdayaan
perempuarn, dan perlindungan anak scrta
implementasinya sesuai program dan kebijakan yang
telah ditetapkan;

mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggara dan
sistem  pertukaran  informasi dengan  instansi
Pemerintah, Pemerintah Provinsl, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang menangani bidang pengendalian
pendudul, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan
peraturan perundang-undangarn;

memfasilitasi pelayanan  pengaduan di  bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan
merumuskan upaya pemecczhan masalah terhadap
pengaduan yang diajukan sebagai akibat pengendalian
penduduk, keluarga  berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

mengupayakan  intensifikasi dan ekstensifikasi
pengendalian penduduk, keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
guina menunjang pembangunan Daerah;

mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan
data di bidang pengendalian penduduk, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun
untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan
tindak lanjut;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang lelah
disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan
kebijakean tindalk lanjut;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik
lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan

transparansi; £



ol

11)

(2)

(3)

(4]

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawal dan perilaku kerja
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
avat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas  dalam  perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di
bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum,
kepegawaian, dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:

4. perumusan kebijakan teknis di bidang
kesekretariatan;

b, pengoordinasian dan  pelaksanaan  kegiatan
kesekretariatan;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
kesekretariatan;

d. pengelolaan dan fasilitas] kegiatan kesckretariatan;

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
kesekretariatan; dan

[. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang kesekretariatan,

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris Dinas

bertugas :

a. menyusun rencana dan program  kegiatan
Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien:

&



membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelash dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesual lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi,
keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan
fungsi lain vang diberikan oleh Kepala Dinas;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Kegiatan dan  Anggaran (RKA), Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran
yvang ditetapkan;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja
(PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlakuy;

mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ],
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF),
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKFPD),
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis
pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

mengelola sistem informasi dan data Dinas sesual
dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;

menyelenggarakan pelayanan administrasi umum,

kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan,
kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan,
dokumentasi, perlengkapan / perbekalan,

pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan,
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serla
fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan Kunjungan
tamu Dinas;

mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan
barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis

d
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jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar
pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan
pegawal Dinas;

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi
perkantoran agar terwajud pelayanan prima,

o, melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusiin untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

q. menyusun laporan pelaksanaan kegialan kepada
pimpinan scbagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan;

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud
pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan

b. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru!
a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagan yang
berada dibawah dan bertangeung jawab kepada
Sekretaris;

Sub Koordinator scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang
hertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris;

Sub kgordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mempunyai tugas scbagaimana tercantum
dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sebaggimana dimaksud pada pasal 5 avat (1) huruf a,

mempunyai tugas melaksanakan scbagian  tugas
Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan

)
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kebijakan, pengoordinasian, pembinasn, pengendalian,
pengelolasn dan pemberian bimbingan di  bidang
administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan,
perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan,
pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan
analisis jabatan dan budaysa kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permnasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
seécara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan Lkonsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan Lugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

{ menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
linglkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

¢, melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat,
perlengkapan, ketatalaksanaan, kchumasan,
dokumentasi, perpustakaan, Kearsipan, Serid
penigelolagn aset tetap dan asct tidak tetap;

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey
kepuasan masyarakat, standar pelayanan sertd
pengusulan formasi kebutuhan pegawal Dinas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

1. merencanakan, MEMpProses dan melaporkan
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Dinas
serta mengusulkan penghapusan aset tetap, asct
tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang
persediaan sesuai dengan  peraturan perundang-
undangan;

§
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melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa
Dinas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan
pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib
administrasi serta melakukan pengawasan,
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset
tidak tetap agar dapat digunakan optimal;

menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang
kepegawaian secara rutin dan berkala serta
memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh
pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi
kepegawalian,;

. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan
pangkat, mutasi, gaji berkala,
pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu
suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen),
pengiriman  peserta pendidikan dan pelatihan
(diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan
kepegawaian lainnya;

melaksanakan urusan rumah  tangga  serta
menylapkan sarana, akomodasi, dan protokoler
dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan
kunjungan tamu Dinas;

mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor,
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta
lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan
nyamean;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawalan dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut

mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkalan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan

&
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kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyvimpangan; dan

a. mclaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(1)

(2)

(4]

Pasal 10

Bidang Pengendalian Penduduk dan  Keluarga
Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1} huruf ¢, dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kcluarga
Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasarn,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a, perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

d. pengelolaan dan [asilitasi kegiatan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana,; dan

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencdna

fe
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berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya scbagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegialan
jaminan ber-Keluarga Berencana, pembinaan
kesertaan ber-Keluarga Berencana, pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemberian
bimhingan teknis di bidang pengendalian pendudulk
dan Keluarga Berencana di Daerah;

mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan
teknis pelayanan, administratil dan fasilitasi
kegiatan  jaminan ber-Keluarga Berencana,
pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana,
pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

mengoordinasikan dan  melaksanakan  upaya
pelayanan penanggulangan komplikasi/efek
samping dan kegagalan ber-Keluarga Berencana;

menyelenggarakan norma, standar prosedur dan
kriteria kegiatan di bidang pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

mengoordinasikan dan melaksanakan penerimaan,
penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian
alat dan obat kontrasepsi;

mengoordinasikan  dan  melaksanakan  upaya
ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
peningkatan kualitas pelayanan dan alat dan obat
kontrasepsi di Daerah;

. mengoordinasikan pengembangan dan sinkronisast
kegiatan dalam menyelenggarakan sistem
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pertukaran informasi di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana di Daerah;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan intensifikasi
dan ekstensifikasi pengendalian penduduk dan
keluarga berencana melalui pengembangan
kemitraan dengan lembaga terkait —melalui
Memorandum of Understanding (MolU] guna
menunjang pembangunan Daerah;

o. mengembangkan potensi dan peluang kerjasama
pelayanan  jaminan  ber-Keluarga  Berencana,
pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana,
pengendalian penduduk dan informasi keluarga;

p. mengoordinasikan dan melaksanakan penerapan
indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
bidang jaminan ber Keluarga Berencana, pembinaan
kesertaan ber Keluarga Berencana, pengendalian
penduduk dan informasi keluarga;

q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dengan cara mengukur pencapaian program kerja
yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kKerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

s. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan  scbagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 11

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, terdiri atas kelompok jabatan
fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator;

Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas :

a. 8ub Koordinator Jaminan ber-Keluarga Berencana;

&
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b. Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan Ber-
Keluarga Berencana,

e. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan
Informasi Keluarga.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Bidang Pengendalian Penduduk dan  Keluarga

Berencana;

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2

mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

(L]

(2)

13)

Pasal 12

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala
Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pEngawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Keluarga Scjahtera dan
Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga
sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan keluarga
sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

¢, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan keluarpa
sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan
keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas di bidang keluarga sejahtera  dan
pemberdayaan keluarga.

4
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(4) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
mempunyai rincian tugas :

&,

h,

menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Keluarga Secjahtera dan Pemberdayaan Keluarga
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kepiatan
advokasi, penggerakan, informasi, pendayvagunaan
penyuluh KB (PKB/PLKB) dan institusi masyarakat
pedesaan, serta ketahanan, kesejahteraan dan
kualitas keluarga;

menyusun strategi, pedoman, serta petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga sejahtera
dan pemberdayaan keluarga;

mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi,
analisa dan penyelesaian masalah yang berkaitan
dengan advokasi dan penggerakan, pendayagunaan
penyuluh KB (PKB/PLKB) dan Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP), serta ketahanan, kesejahteraan dan
kualitas keluarga;

mengoordinasikan dan melaksanakan
pemberdayaan dan peningkatan peran  Serta
crganisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya
lainnya dalam kegiatan advokasi dan penggerakan,
pendavagunaan penyuluh KB (PKB/PLKB) dan
Institusi  Masyarakat Pedesaan (IMP), serta
ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga;
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j. mengoordinasiken dan melaksanakan upaya

terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan program advokasi dan penggerakan,
pendayagunaan penyuluh KB (PKB/PLKB] dan
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), serta
ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga;

k. mengoordinastkan dan  melaksanakan  upaya

tercapainya peningkatan kualitas keluarga sejahtera,
pengembangan dan pembinaan melalul peningkatan
advokasi dan penggerakan, pendayagunaan
penyuluh KB (PKB/PLKB) dan Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP), serta ketahanan, kesejahteraan dan
kualitas keluarga;

I, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi dan
penguatan kelembagaan dalam upaya mewujudkan
keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Keluarga dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

0. menyusun laporan pelaksanaan keglatan kepada
pimpinan  sebagai wujud akuntabilitas  dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Pasal 13

Susunan Organisasi Bidang Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga schbagaimana dimaksud pasal 5

ayat (1) bhuruf d, terdiri atas kelompok jabatan

fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator;

Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas :

a. Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan
Permukiman;

b. Sub Koordinator Pendayagunaan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat
Perdesaan;

£
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c. Sub Koordinator Ketahanan, Kesejahteraan, dan
Kualitas Keluarga.

(3) Sub keordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2},

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(1)

(2)

(3)

(4

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayal
(1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas dalam perwmusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

4, perumusan kebijakan teknis di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

¢. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan
di bidang  pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;

d. pengelolaan den fasilitasi kegiatan di  bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan cli

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak; dan

f. pelaksansan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
mempunyai rincian tugas : i



menyusun rencana dan program kegiatan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun scbelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan elisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik
secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsullasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-
undangan sesuai linglkup tugasnya sebagal bahan
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan,

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan
naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan
pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak,
peningkatan kualitas hidup perempuan, serta
perlindungan perempuan dan anal;

menyiapkan perumusan, form koordinasi
periyusunan, kajian, koordinasi dan sinkronisasi
penerapan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi,
pemberian  bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan
pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas hidup
perempuan, serta perlindungan perempuan dan
anak;

menyiapkan penguatan dan pengembangan lembapa
penyedia layanan dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan pemenuhan hak anak, peningkatan
kualitas hidup perempuan, serta perlindungan
perempuan dan anak secara komprehensif sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan pengumpulan, pengolahan, analisis,
penyajian data dan informasi gender, pemberdayaan
perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan dan
penanganan kekerasan, perlindungan dan
pemberdayaan  korban  kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

menyiapkan pelembagaan pengaruslamadan gender,
pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak,
pencegahan dan penanganan kekerasan,
perlindungan dan pemberdayaan korban kelkerasan
terhadap perempuan dan anak;

melaksanakan pemantaian dan evaluasi
pelaksanaan  kegiatan  Bidang Pemberdayaan

&
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Perempuan dan Perlindungan Anak dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak
lanjut;

1. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan
lkarir, pemberian penghargaan dan sanksi;

m. menyusun laporan pelaksanaan keglatan kepada
pimpinan scbagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan

kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan
sesual dengan tugas dan fungsi unit kerjanya

Pasal 15

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan

fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator;

Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas :

g, Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan
Pemenuhan Hak Anak;

h. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan,

¢. Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan
Anak.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2],

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Analg

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mempunyai tugas scbagaimana tercantum dalam

Lampiran Tl yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai
fungsi dan tugas Dberkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
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keterampilan tertentu sesuai peraturan perundang-
undangarn.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala
Dinas, Kepala Bidang, Sekretaris yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas
Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
Pejabat Pungsional jenjang keterampilan dan jenjang
keahlian.

Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesual
lketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional
Pasal 17

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas
berkaitan dengan  pelayanan  [ungsional  vang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,
Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator
vang dalam menjalankan tugasnya bekerja secara
individu dan/atau tim kerja.

Pasal 18

Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya
secara individu dan/atau berkelompok.

Pelaksanaan fungsi dan tugas sccara berkelompok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
membentuk Tim Kerja.

Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berasal dari Jabatan Fungsional secjenis atau berbagai
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat
Daerah tersebut atau dari luar Perangkat Daerah,

Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayal (2]
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja,
Pembentukan Tim Keria scbagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Dacrah.

Pasal 19

Pejabat Fungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan
tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit
organisasi. 5



(2)

1)

[2)

(4

()

(6]

(8]

(9

(1)

23

Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/atau
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

Kepala Dinas dalam meclaksanakan  tugasnya
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit
organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib
mencrapkan  prinsip  koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan
pemerintah  daerah serta instansi lain di luar
pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing,
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing.

Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, plmpinan
unit erganisasi mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Qetiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti darn
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing serta menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan unit
organisasi dari bawahannya wajib diclah dan
dipergunakan sebagali bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk
kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain
vang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap
pimpinan unit erganisasi beserta bawahannya wajib
mengadalkan rapat berkala.

Pasal 21

Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.

1
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(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat
fungsional yang ditunjuk.

(3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Sekretaris
dan Kepala Bidang dalam menyusun perencanan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
cvaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya
sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

(4) Pada pejabat pengawas yang tidak disetarakan, maka
tetap melaksanakan tugasnya pada unit kerja masing-
measing.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 22

Jenjeng jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 23

Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Dinas wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.

(2] Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Untuk menunjang tugas dan [ungsi Kepala Bidang
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat
Fungsional.

(2) Sub Kcordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditunjuk oleh Kepala Dinas dengan mendayagunakan
Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi yang
bersangkutan.

(3) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala
Dinas.

&



Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinater, Kepala
Dinas menunjuk Sub Koordinator yang diulamakan
berasal dari Pejabat Fungsional di lingkungan kerjanya.

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Dinas tidak terdapal
pejabat fungsional, maka Kepala Dinas menunjuk
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan
kompetensi yang dibutuhkan.

(3) Dalam hal Kepala Dinas akan menunjuk Sub
Koordinator yang berasal dari luar lingkungan kerjanya,
maka Kepala Dinas mengusulkan kepada Sekretaris
Daerah melalui perangkat daerah yang menangani
kepegawaiarl.

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan setelah  mendapat
persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Penunjukan Sub Koordinater  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dan Pasal 26 disamping memperhatikan
kesesuaian  bidang tugas dan  fungsinya  juga
mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian
kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman
penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan
obyektil lainnya.
Pasal 28

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 29

(1) Sub Koordinator mempunyai tugas membantu
Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi
unit kerjanya masing-masing.

(2] Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1) BSub Koordinator mempunyali tugas
mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas  kelompok
Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3) 8ub Koordinator dapat diberi tugas melakukan
penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dinas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4



(3)

(1)

(2)

(3)

26

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata ketja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, meaka
Pejabat Pengawas yang dilantik berdasarkan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, berlaku

ketentuan sebagai berikut :

a. terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan
penyctaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional
dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi,
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
Peraturan Bupati ini;

b.terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan
penyetaragn ke dalam jabatlan fungsional tctap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam
Pejabat Fungsional;

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang tidak
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional
dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan
tugasnya di bawah Pejabat Pengawas  yang
bersanglutan.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan

dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan ungsional

dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati ini, melaksanakan
tugasnya dengan ketentuan scbagal berikut ;

a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah
Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupatl ini;

b, Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur
organisasi sebagaimana dimaksud pada hurul a,
maka Pelaksana melaksanakan tugas dibawah
koordinasi Sub Keordinator.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlalu, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berenicana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 49 Seri D No. 4] dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal,

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 95

Qalinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR ...... TAHUN .......

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KENDAL

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KENDAL

Sekretariat

Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan mempuryai tugas :

a.

menyusul rencana dan program  kegiatan sub koordinator
Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanaksn koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baile vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
linglup tugasnya sebagai bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program
kegiatan dari masing-masing seksi, subbagian dan Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) sesual dengan ketentuan yang berlaku guna
menghindari kesalahan;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang
ditetapkan,;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daecrah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian
Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencandan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

\
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menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian
Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan
mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing subbagian,
seksi, dan UPTD;

menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil
pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi
pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD
sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional
Kegiatan (POK);

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan
Pertangoungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD),
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan jenis pelaporan
lainnyva sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melaksanakan  koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan
pemberian bimbingan di bidang sistem informasi dinas;

menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam
rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan;

menghimpun dan memproses usulan pencairan Angearan baik di
lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi
keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan
keuangan daecrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di
bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan
bendahara di lingkungan Dinas;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran
dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi
belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;

melaksanakan  verifikasi  terhadap berkas /  dokumen
pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Kegiatan guna
menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;

menyiapkan bghan dan menyusun laporan pertanggungjawaban
keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub koordinator
Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapalan
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan
kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
laricar serta untuk menghindari penyvimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.
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Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Koordinator Jaminan ber-Keluarga Berencana mempunyai tugas !

a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Jaminan
Ber-Keluarga Berencana berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan sagar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

e. menylapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

[. melaksanakan pengkajiian dan  analisis dalam  rangka
pengembangan keberlangsungan ber-Keluarga Berencana;

g, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjulk
pelaksanaan dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

h. melaksanakan identifikasi dan analisis perkiraan kebutuhan alat
obat kontrasepsi sebagai jaminan keberlangsungan ber-Keluarga
Bercncana peserta dan calon peserta keluarga berencana;

i, melaksanaken pengusulan pengadaan alat obat kontrasepsi,
menyimpan, mengendalikan dan mendistribusikan sesual perkiraan
kebutuhan;

j. melaksanakan kerjasama kemitraan lembaga Pemerintah maupun

swadaya masyarakat dalam integrasi pelaksanaan pelayanan
jaminan ber-Keluarga Berencana,

k. menyusun dan melaksanakan prosedur pelayanan berdasarkan
indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang jaminan ber-
Keluarga Berencana;

|. meclaksanaken upaya inovasi peningkatan kesertaan pria dalam
berkeluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

m. melaksanakan dukungan pelayanan rujukan dan pengayoman
terhadap peserta keluarga berencana dalam penanganan komplikasi
atau kegagalan;

n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Progsedur [SOP) kegiatan sub koordinator Jaminan Ber-Keluarga
Berencana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;

o, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub
koordinater Jaminan ber-Keluarga Berencana dengan cara
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mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

p. menvusun laporan pelaksanaan Kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

g menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sulby Koordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana

mempunyal tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator
Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui penglkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektil dan efisien;

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik wvertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

d. menelaah dan mengksji peraturan perundang-undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

f. mengoordinasikan dan menyiapkan sumber daya manusia, media,
dan sarana dalam menyelenggara kan pembinaan kesertaan ber-
Keluarga Berencana;

g. melaksanakan pembinaan peningkatan kesertaan ber-Keluarga
Berencana sesuai  dengan petunjuk teknis dan peraturan
perundang-undangan;

h. menyampaikan informasi dan promosi upaya peningkatan
kesertaan pria dalam ber-Keluarga Berencana dan keschatan
reproduksi melalui media komunikasi informasi yang ada;

i. melaksanakan  koordinasi dan kerjasama kemitraan lembaga
Pemerintah maupun swadaya Masyarakat dalam mengintegrasikan
pembinaan kesertaan ber-Keluarga Bereneana;

j. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal [SPM]

dalam pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana dem
perbaikan kualitas pelayanan publik;

k, menviapkan bshan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Pembinaan Kesertaan Ber-
Keluarga Berencana demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

|. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub
koordinator Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana dengan

6
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cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan secbagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
mempunyai tugas :

A,

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator
Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
mastikan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesua
lingkup tugasnya sebagal bahan atau pedoman  untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi
kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas
penduduk;

melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian
penduduk di daerah sesuai dengan peraturan perundang-
ndangan;

melaksanakan norma, standar, proscdur, dan kriteria di bidang
pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;

melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis dan fasilitasi i
bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga dalam
rangka pengembangan potensi di daerah;

menviapkan bahan dan menyusun konscp Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Pengendalian Penduduk
dan Informasi Keluarga demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub
koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dengan
cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
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menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baile

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Sub Koordinator Advokasi dan Penggerakan Permukiman mempunyai
tugas :

=

menyusun rerncana dan program kegiatan sub koordinator Advokasi
dan Penggerakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas:

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektil dan efisien;

membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanasn tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan koordinasi, mediasi, dan fasilitasi penggerakan
lembaga dan peranserta institusi masyarakat;

melaksanakan pelayanan advokasi, penggerakan media massa,
informasi, dan kemitraan dengan lembaga terkait dalam
mengembangkan  penanganan masalah TRIAD  Kesehatan
Reproduksi Remaja (seksualitas, Napza dan HIV/AIDS);

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pembimbingan,
kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
pelaksanaan advokasi dan penggerakan;

menyusun konsep dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM} dalam kegiatan advokasi dan penggerakan demi perbaikan
kualitas pelayanan publik;

melaksanakan bimbingan, pemhinaan, dan peringkatan peran serta
masvarakat dalam penggerakan dan informasi;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur [SOP) kegiatan sub koordinator Advokasi dan Penggerakan
demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

5
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m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub

koordinator Advokasi dan Penggerakan dengan cara mengukur

pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaiken saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga
Berencana dan Institusi Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas :

.

h.

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator
Fendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan
Institusi Masyarakat Perdesaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan (ugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup fugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi pendayagunaan
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB] dan Institusi
Masyarakat Perdesaan (IMP);

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pembimbingan,
kebijakan teknis, norma, sténdar, prosedur dan kritera
pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB] dan
Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP);

menyusun konsep dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dalam kegiatan pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga
Berencana (PLKB] dan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP};

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (80P) kegiatan sub koordinator Pendayagunaan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakal Perdasaan
demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemarntauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub
koordinator Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana
dan Instilusi Masyarakat Perdesaan dengan cara mengukur

_.i:';
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pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsi unit kerjanya.

sub Koordinator Ketahanan, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga
mempunyai tugas :

a.

H.

menyusun rencana dan program Kkegiatan sub koordinator
Ketaharian, Kesejahteraan, dan Kualitas Keluarga berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menclaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesual
linglup  tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan,

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesual lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan pelembagaan institusi masyarakat dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia berbasis ketahanan, kesejahleraan,
dan kualitas keluarga;

melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengembangan institusi
melalui kemitraan dengan lembaga terkait di bidang ketahanan,
kesejahteraan, dan kualitas keluarga;

menyusun konscp dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) di bidang ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga
demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan upaya pemberian penguatan usaha ekonomi
nroduktif, pemagangan melalul usaha mikro untuk mencapai
kemandirian dan peningkatan kualitas keluarga,

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) di bidang ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas
keluarga demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

{
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menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
mempunyal tugas :

a"

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator
Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bshan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan rumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan
kajian, koordinasi dan sinkronisasi penerapan, fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi, bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemenuhan hak anak;

menyiapkan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian
data, informasi gender dan pemenuhan hak anak;

melaksanakan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian
data, informasi gender dan pemenuhan hak anak;

menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan  gender  dan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipast,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, keschatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya;
melaksanakan mediasi dan fasilitasi pengarus utamaan gender dan
pemenuhan hak anak;

menyiapkan bshan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Pengarusutamaan Gender
dan Pemenuhan Hak Anak demi perbaikan lkualitas pelayanan
puhblil;
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melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub
koordinator Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
dengan cara mengukur pencapaian program kerja vang telah
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyal
fugas :

.

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas
berjalan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
haik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas;

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai
lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatat;

menylapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

menviapkan rumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan
kajian, koordinasi dan sinkronisasi penerapan, fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi, bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;

menyiapkan rumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan
kajian, koordinasi dan sinkronisasi penerapan, fasilitasi, sosialisasi
dan distribusi, bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
pencrapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data serta informasi pemberdayaan perempuan;

melaksanakan pemantaudn, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di
Daerahs:

menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemberdayaan
perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan demi perbaikan kualitas pelayanan publik;

melaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kegiatan sub
koordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dengan cara
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mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

. menvampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan
lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesual dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.

Sub Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai
tugas :

&,

menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator
Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan
dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan fugas
berjalan efektif dan efisien;

membagi tugas bawahan sesual dengan jabatan dan kompetensinya
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna
kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi,
masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi
pelaksanaan tugas,

menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan scsuai
lingkup tugasnya sebagai bzhan atau pedoman unfuk
melaksanakan kegiatan;

menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan,

menyiapkan bahan kajian, koordinasi, dan sinkronisasi penerapan,
fasilitasi, den supervisi penerapan kebijakan pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

menyiapkan bahan kajian, koordinasi, dan sinkronisasi pencrapan,
fasilitasi, dan supervisi penerapan kebijakan pemberdayaan dan
perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

menyiapkan bahan kajian, koordinasi, dan sinkronisasi pencrapan,
fasilitasi, dan supervisi penerapan pengumpulan dan penyajian data
serta informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
melaksanakan penyiapan, penguatan, dan pengembangan lembaga
penyedia layanan  perlindungan  perempuan  dan anale,
pembherdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;
melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan dan anak, perlindungan dan pemberdayaan
perempuan dan anak korban kekerasan, pengumpulan dan
penvajian data serta informasi di Daerah; 5
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|, menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasionsl
Prosedur (SOP) kegiatan sub koordinator Perlindungan Perempuan
dan Anak demi perbaikan kualitas pelayanan publil;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub
koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara
mengukur pencapaian program kerja vang telah disusun untuic
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagal
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

0. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian ager kegiatan berjalan
lanecar serta untuk menghindari penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsi unit kerjanya.
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